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Latar Belakang PMK 

Pemberlakuan e-CO Form D 

(Form D dipertukarkan secara elektronik melalui ASEAN Single Window) 

Pengaturan lebih detil terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di TPB 

(Tata cara penggunaan tarif preferensi di TPB diatur secara rinci (sebelumnya tidak 
diatur dalam PMK 205)) 

Pengaturan lebih detil terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di PLB 

(Tata cara penggunaan tarif preferensi di PLB diatur secara rinci (sebelumnya tidak diatur 
dalam PMK 205)) 

1 

2 

3 
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Latar Belakang PMK 

Penegasan ketentuan SKA yang di-reject & SKA yang di-retroactive check 

(Kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah SKA diterima, dilakukan 
retroactive check atau ditolak diatur secara tegas) 

Pengaturan terkait tata cara pemberian Tarif Preferensi di Kawasan Bebas 

(Tarif preferensi dapat diberikan untuk barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan 
ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.(sebelumnya tidak diatur dalam PMK 205)) 

Pemberlakuan AJCEP FTA 

(Pemberlakuan skema FTA baru yang merupakan kerja sama ASEAN dan Jepang) 

4 

5 

6 
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Tujuan PMK 

Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan 
skema FTA di Indonesia 

(sesuai dengan amanat Pasal 13 UU Nomor 17 Tahun 2006) 

Mengakomodasi perubahan terkait ROO, OCP, 
maupun ketentuan perundangan nasional 

(Misalnya :   Ketentuan baru terkait tidak diwajibkannya 
pemberian tanda centang (tick mark) di ATIGA untuk 
penerbitan invoice oleh pihak ketiga yang berasal dari 
negara yang sama dengan negara pengirim barang.) 

Kesepahaman dalam penafsiran ROO, termasuk 
didalamnya adalah OCP 

(Misalnya :   Pengertian tanggal pengapalan, adalah tanggal 
pemuatan di atas kapal) 
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Tujuan PMK 

Panduan dalam penelitian SKA 

(Untuk memberikan keseragaman dalam penelitian 
SKA di Kanwil DJBC, KPU BC, atau KPPBC) 

Panduan dalam pemanfaatan tarif preferensi 

(Panduan dalam pemanfaatan tarif preferensi bagi 
pengguna jasa, sehingga terdapat tingkat pemahaman 
yang seragam) 
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Apa yang baru dalam PMK ? 

• e-Form D 

• Tata cara pemberlakuan SKA di TPB dan PLB 

• Pemberian Tarif Preferensi di Kawasan Bebas 

• Penjelasan waktu penyerahan SKA (Penyerahan SKA diatur rinci 
sesuai penjaluran (MITA/AEO, Jalur Hijau, Jalur Merah dan Kuning)) 

• Penegasan tata cara membaca origin criteria (Tata cara 
membaca origin criteria ditetapkan secara hierarkis, yaitu Wholly 
Obtained, PSR, General Rule) 

• Penegasan SKA yang dilakukan Rejection atau Retroactive 
Check (Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan SKA 
Diterima, retoactive check, atau Ditolak telah diatur secara rinci) 

• Penambahan ketentuan sanksi atas pemalsuan SKA 
(Terhadap tindak pemalsuan SKA, diberikan sanksi) 

• Penambahan ketentuan terkait SKA yang dibatalka           
(SKA yang dibatalkan oleh instansi penerbit SKA, tidak dapat diberikan 
tarif preferensi) 

• Pemberlakuan AJCEP 

PMK 205  

vs  

PMK 229 
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FTA Saat ini dan Dalam Proses Perundingan 

No FTA ASEAN+1 

FTA 

Entry 

Into 

Force 

Indone

sia 

Entry 

Into 

Force 

1. ASEAN  FTA 1993 1993 

2. ASEAN-China FTA 2004 2005 

3. ASEAN-Korea FTA 2007 2007 

4. ASEAN-India FTA 2010 2010 

5. ASEAN-Australia-New Zealand FTA 2010 2012 

6. ASEAN-JAPAN Comprehensive 

Economic Partnership 

2010 2018 

NO FTA BILATERAL 
Entry Into 

Force 

1. Indonesia-Japan Economic Partnership 2008 

2. Indonesia-Pakistan Preferential Trade 

Agreement  

2013 

No. Perundingan 

1. Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) 

2. Indonesia-Nigeria PTA 

3. Indonesia-Kenya PTA 

4. Indonesia-Peru PTA 

5. Indonesia-Turki CTEP 

6. Indonesia-Mozambique PTA 

7. Indonesia-Bangladesh PTA 

8. Indonesia-Taiwan CA 

9. Indonesia-European Union (EU) CEPA 

10. Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA 

11. Indonesia-Korea CEPA 

PERUNDINGAN TAHUN 2018: 

No. Perundingan 

1. Indonesia-Australia CEPA 

2. Indonesia-EFTA CEPA 

3. Indonesia-Iran PTA 

4. Indonesia-Chile CEPA 

1. ASEAN- Hong Kong FTA 

TAHAP PERUNDINGAN : 

TAHAP RATIFIKASI : 
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ASAS PRESENTASI : PENGAJUAN DOKUMEN SKA, KODE FASILITAS, NO DAN TANGGAL 
SKA 

Pasal 10 (Ayat 1-7) 

PENGAJUAN SKA DAN DOKAP SKA  
(ASAS PRESENTASI) 

KUNING/MERAH HIJAU MITA / AEO

Waktu Penyerahan SKA 

dan DOKAP SKA

(Kantor 24/7) 

≤ 12.00 WIB hari berikutnya

(Kantor ≠ 24/7)

≤ 12.00 WIB hari kerja berikutnya 

(Kantor 24/7) 

≤ 3 hari 

(Kantor ≠ 24/7)

≤ 3 hari kerja

≤ 5 hari kerja ≤ 3 hari kerja

AEO :

≤ 5 hari kerja

≤ 3 hari kerja

AEO :

≤ 5 hari kerja

≤ 3 hari kerja

AEO :

≤ 5 hari kerja

sejak PIB mendapat SPJK/SPJM sejak PIB mendapat SPPB sejak PIB mendapat SPPB sejak Pemberitahuan 

Pabean Impor untuk 

ditimbun di TPB  

mendapat SPPB

sejak Pemberitahuan 

Pabean Impor untuk 

ditimbun di PLB 

mendapat SPPB

sejak PPFTZ-01 

(pemasukan barang 

ke Kawasan Bebas 

dari LDP)   mendapat 

SPPB

Kode Fasilitas 

di Pemberitahuan Pabean √ √ √ √ √ √

No. dan Tgl SKA/ID

di Pemberitahuan Pabean √ √ √ √ √ √

Pengusaha TPB Pengusaha PLB
Apengusaha 

Kaw. Bebas

IMPORTIR



KANTOR NON 24/7  
JALUR HIJAU 

Jatuh Tempo 3 hari sejak respon SPPB 

SPPB Waktu penyerahan SKA dan DOKAP 

Kamis 
8/2/2018 
 . 

Jumat 
9/2/2018 
 

Senin 
12/2/2018 
 

Selasa 
13/2/2018 
 

Sabtu 
10/2/2018 
 

Minggu 
11/2/2018 
 . . . . 

Tarif  MFN 



KANTOR NON 24/7  
JALUR HIJAU 

Jatuh Tempo 3 hari sejak respon SPPB 

SPPB Waktu penyerahan SKA dan DOKAP 

Sabtu 
10/2/2018 
 . 

Minggu 
11/2/2018 
 

Selasa 
13/2/2018 
 

Rabu 
14/2/2018 
 

Senin 
12/2/2018 
 . . . 

Tarif  MFN 



KANTOR NON 24/7  
JALUR MERAH/KUNING 

Jatuh Tempo pukul 12.00 hari kerja berikutnya sejak respon 
SPJM/SPJK 

SPJM/SPJ
K 

Waktu penyerahan SKA dan DOKAP 

Jumat 
9/2/2018 
 

Senin 12/2/2018 
Pukul 12.00 
 Selasa 

13/2/2018 
 

Sabtu 
10/2/2018 
 

Minggu 
11/2/2018 
 

Tarif  MFN 



KANTOR NON 24/7  
JALUR MERAH/KUNING 

Jatuh Tempo pukul 12.00 hari kerja berikutnya sejak respon 
SPJM/SPJK 

SPJM/SPJ
K 

Waktu penyerahan SKA dan DOKAP 

Senin 12/2/2018 
Pukul 12.00 
 Selasa 

13/2/2018 
 

Sabtu 
10/2/2018 
 

Minggu 
11/2/2018 
 

Tarif  MFN 





  TERIMA KASIH 


